SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Menimbang

Mengingat

DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak
mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang
burung walet sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu
mengatur pengelolaan pajak mineral bukan logam dan

batuan dan sarang burung walet;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Bantuan dan Pajak Sarang Burung Wallet;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13
Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021
Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI
KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pandeglang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan
perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor
identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/
atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD,
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dan Retribusi Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu
jangka waktu tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.



BAB II

PENGATURAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 2

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 3
(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
asbes;
batu tulis;

a
b.

o o
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batu setengah permata;
batu kapur;

batu apung;

batu permata;
bentonit;

dolomit;

feldspar;

garam batu (halite);
grafit;

granit/andesit;

. gips;

kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
obsidian;
oker;

pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;

fosfat;

aa. talk;



bb.

CC.

dd.

ee.
ff.

g8g.

hh.

ii.

3

kk.

1.

mm.

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

tanah serap (fullers earth);

tanah diatom;

tanah liat;

tawas (alum);

tras;

yarosit;

zeolit;

basal;

trakhit;

belerang;

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/
dipindahtangankan;

b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel,
penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan
tanah; dan

c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4
Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian
volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis
MBLB.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui
Keputusan Bupati atau dapat dilimpahkan melalui Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB
di mulut tambang.

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat Pengambilan MBLB.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 7

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 8

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang Burung Walet.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah
dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 9

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang
Burung Walet.

Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang
berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 10

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung
Walet.



BAB III

PENDAFTARAN, PERHITUNGAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN
PENYETORAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 12

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan
wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai wajib pajak.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi
dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda.

(3) Pendaftaran Wajib Pajak sekurang-kurangnya memuat keterangan keterangan:

a. Nama Wajib Pajak

o

. Nomor Identitas Penduduk (NIK) untuk orang pribadi
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk badan

d. Alamat Wajib Pajak dan Objek Pajak;

e. Jenis Usaha;

f. Jumlah Pegawai/Karyawan;

g. Data lain yang berkaitan dengan usaha; dan

h. Omset rata-rata per bulan ketika didaftarkan.

(4) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda
memberikan tanda terima pendaftaran.

(5) Format formulir pendaftaran Wajib Pajak ditetapkan oleh Bapenda.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil penelitian atas formulir pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan surat
keterangan terdaftar.

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) tidak
mendaftarkan diri, Kepala Bapenda dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Bapenda.

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada
Wajib Pajak disertai bukti tanda terima.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 14

(1) Wajib Pajak melakukan pemungutan pada subjek pajak dan mencantumkan
besaran pajak dalam bukti transaksi/pembayaran.



(2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan besaran pajak dalam bukti
transaksi/pembayaran yang diberikan kepada subjek pajak, maka jumlah
transaksi/pembayaran sudah termasuk pajak.

(3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan
pajak terutangnya menggunakan SPTPD dan dokumen pendukung lainnya
pada setiap akhir bulan.

(4) Rumus perhitungan Pajak MBLB sebagai berikut:
Pajak MBLB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Bapenda selambat-lambatnya pada
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh
pada hari libur, maka penyampaian pemberitahuan pajak dilakukan pada hari
pertama kerja setelah hari libur dimaksud.

(3) Bapenda melakukan penelitian/verifikasi atas setiap SPTPD dan SSPD wajib
pajak.

(4) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan surat teguran.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

Pasal 16

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada objek pajak MBLB, Bendahara
pengeluaran perangkat daerah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi yang
sama, wajib memungut pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten / Kota / Provinsi / Negara.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 17
(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang
harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam
SPTPD.

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD selambat-lambatnya tanggal 15 (lima
belas) setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Masa pajak PBJT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ditetapkan untuk
jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Pasal 18

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar
1% (satu persen).

Paragraf 2

Pembetulan

Pasal 19

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama
2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai
bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa
bunga.

Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh I (satu) bulan.

Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 20

Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib
Pajak.

Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal
pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
(6)

(7)

(8)

Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib
Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 21

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang
dengan menggunakan SSPD.

Untuk memudahkan pembayaran pajak dan/atau pelaporan atas pembayaran
pajak dapat dilakukan secara Tunai maupun elektronik.

Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
menyetorkan pajak yang terutang selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak pada Kas Daerah.

Apabila penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari
libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari pertama kerja setelah hari
libur dimaksud.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran atau bukti setor
yang sudah divalidasi oleh Bank dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, Jenis, Isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran
pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.



BAB IV
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 22

(1) Dalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala
Bapenda dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bapenda dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Wajib pajak menerima SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagai dasar
pembayaran pajak terutang.

BABV
TATA CARA PEMASANGAN/PENEMPATAN ALAT

Pasal 23

(1) Kepala Bapenda berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol
kegiatan transaksi Wajib Pajak.

(2) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi wajib pajak dapat berupa alat
elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi
dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh
wajib pajak.

(3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan berita acara.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA
Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 12
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